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Ell) RINGKASAN EKSEKUTIF

o0% Mobilitas penduduk yang semakin dinamis menyebabkan jumlah penduduk yang
ﬁ(m} secara faktual tinggal dan menggunakan layanan di suatu daerah tidak selalu sama
' dengan jumlah penduduk berdasarkan domisili administratif. BPS mencatat sekitar
7.7 juta pekerja di Indonesia berstatus komuter pada 2025. Kondisi ini menegaskan
pentingnya data penduduk nonpermanen untuk mendukung perencanaan kebutuhan
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DITUJUKAN KEPADA (TARGET UTAMA)
- Direktur Jenderal Kependudukan dan
Eﬂ Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

PEMANGKU KEPENTINGAN PENDUKUNG

iyanan caprsi @ Dinas Kependudukan dan Badan Perencanaan
3 Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pembangunan Daerah
N Tah lah me P
Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 telah mengatur Pendaftaran Penduduk Kabupatenfiota (Bappeda) Kabupaten/Kiota

ﬁIb Monpermanen. Implementasinya telah berjalan di sejumlah daerah, tetapi belum
ditemukan baseline nasional terbuka yang menggambarkan cakupan pendaftaran,
pelaporan mandiri, validasi, dan pemutakhiran data secara konsisten. Kondisi ini
menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan integrasi layanan.

/ Policy brief ini merekomendasikan integrasi layanan pendaftaran penduduk

@ nonpermanen dengan ekosistem administrasi kependudukan digital, dengan
IKD sebagai salah satu kanal autentikasi dan akses layanan, serta validasi dan
pemutakhiran data melalui sistem administrasi kependudukan. Pendekatan ini
diharapkan meningkatkan kualitas data faktual sebagai dasar perencanaan dan

pelayanan publik.

"‘ MENGAPA PEMERINTAH PERLU BERTINDAK SEKARANG?

@
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SFa
Mobilitas untuk bekerja,
pendidikan, dan aktivitas
ekonomi menyebabkan

penduduk tinggal sementara
di luar domisili administratif.

Mereka tetap menggunakan
layanan pendidikan,
kesehatan, transportasi,
perumahan, sanitasi,

dan layanan publik lainnya

Ketika keberadaan
penduduk nonpermanen
belum tergambarkan
secara memadai,
perhitungan kebutuhan

ita @

Penguatan pendaftaran,
validasi, dan pemutakhiran
data diperlukan agar
perencanaan kapasitas
layanan dan pengalokasian

Dengan data yang akurat
dan mutakhir, pelayanan
publik dapat lebih tepat
sasaran dan responsif
terhadap dinamika

di daerah tempat tinggal layanan berdasarkan sumber daya daerah penduduk.
sementara. kondisi faktual menjadi semakin sesuai dengan
terbatas. kebutuhan aktual
masyarakat.
TIGA FAKTA KUNCI
PERMENDAGRI 1 LAYANAN
® 7,7 JUTA NOMOR 74 TERINTEGRASI

®
B Pekerja komuter di Indonesia

=]
.O Pelaporan — Autentikasi —
pada 2025 Validasi — Registrasi —

Pemutakhiran

Arah penguatan kebijakan adalah membangun
alur layanan digital yang terintegrasi, dengan
IKD sebagai kanal autentikasi dan akses
layanan serta sistern administrasi
kependudukan sebagai basis validasi dan
pemutakhiran data.

TAHUN 2022

Dasar Pendaftaran
Menunjukkan besarnya mobilitas tenaga kerja Penduduk Nonpermanen
dan dinamika hubungan antara termpat tinggal

Memberikan land latif bagi intah
dengan lokasi aktivitas ekonomi. gl it o adibe ool L agldil

daerah untuk melaksanakan pendaftaran
penduduk yang tinggal sementara di luar
domisili administratifnya.

Sumber: BPS, Analisis Mobilitas Tenaga Kerja

Hasil Sakernas 2025

Integrasikan layanan pendaftaran penduduk nonpermanen dengan
ekosistem administrasi kependudukan digital, dengan |KD sebagai salah
satu kanal autentikasi dan akses layanan, untuk menghasilkan data yang
lebih akurat dan mendukung pelayanan publik sesuai kondisi faktual daerah.

POLICY
MESSAGE

©

Catatan: IKD = Identitas Kependudukan Digital

Data: Sakernas Agustus 2025 Disusun/Revisi: Agustus 2026



PO LICY B R I E F Penguatan Pendataan Penduduk Nonpermanen

MENGAPA PENDATAAN PENDUDUK "
NONPERMANEN PERLU DIPERKUAT? o £ (.fi'

Moabilitas penduduk yang semakin dinamis menyebabkan jumlah crang yang secara faktual
berada dan menggunakan layanan publik di suatu daerah tidak selalu sama dengan jumlah

penduduk berdasarkan domisili administratif. d
b S-S - L .-
1. SIAPA PENDUDUK NONPERMANEN? 2. APA YANG MENUNJUKKAN ADANYA KESENJANGAN?
EVIDENCE DARI DAERAH (2025)
Penduduk nonpermanen adalah WNI atau orang asing yang METRO - Pendataan Masih ﬁ BANDUNG - Kapasitas &
bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana L) Kt ciLipmyn A \ Karagomin Pitedsn icia Diger it
3 Disdukcapil Kota Metro Disdukcapil Kabupaten Bandung
tercantum dalam KK' KTP'EL atau SKTT' Pahng lama satu melaksanakan pendataan penduduk melaksanakan bimbingan teknis
tahun dan tidak beﬂujuan menetap. nonpermanen secara serentak di bagi Kasipem dan petugas
tingkat kelurahan, Pendataan register desa/kelurahan untuk
menyasar warga luar daerah yang meningkatkan kapasitas dan
tinggal sementara (pekerja & menyeragamkan persepsi petugas.
mahasiswal.
Dasar hukum: e
£7)a & Mahasiswa/penciajar 1 Juli 2026 23 Juni 2026
@ Pekeria & mahasiswalpenel H

Dikelola Secara Tersruktur Tingkatkan Permintaan Layanan

@ Penghuni kos/kontrakan SURABAYA - Data Sudah Mulai BADUNG - Mabilitas Tinggi
Contoh kelompok

penduduk & Pekerja musiman Satu Data Surabaya menyediakan Pada Mei 2026, Disdukcapil
nenpermanen: F'armendagri dataset resmi “Banyaknya Penduduk Kabupaten Badung mencatat
) ) Nomor 74 n 202 Monpermanen yang Terdata™ per antrean khusus permohonan
ﬁ P@ﬂgmgﬂ' & kﬂlu&l'gﬂ Nﬂdaw i ﬂl’? Tﬂhu P—'} 2 kecamatan untuk periode administrasi kependudukan bagi
tﬂmﬂ“g Pﬂﬁdﬂhﬂm Januari-Juni 2024, penduduk nonpermanen meningkat
Mobilitas karena pekerjaan/proyek Penduduk dibanding periode sebelumnya.
ﬁ i ﬁ‘.i +150 Rata-rata jumlah penduduk ’,"h Wl
Monpermanen. m A rmanen tercatat ll I Permintaan layanan
oranghari onpé rmintaan layana
lebih dari 150 erang/hari. meningkat signifikan

1 Juli 2026 |J Mei 2026

3. KESENJANGAN UTAMA (EVIDENCE GAP)

-I | DATA GAP aa IMPLEMENTATION GAP ’b COORDINATION GAP 2 UTILIZATION GAP

" Belum ditemukan dalam penelusuran etk Pelaksanaan pendataan tersebar di ﬂ' Pendataan membutuhkan l.ll Data yang tersedia belum dimanfaatkan
sumber terbuka basaline nasional yang berbagai daerah dengan proses, keterlibatan banyak aktor secara optimal sebagai dasar analisis
secara konsisten menggambarkan tempat pendataan, kapasitas (Disdukcapil, kelurahan/RT-RW, kebutuhan layanan dan perencanaan
cakupan pendaftaran, pelaparan pelaksana, dan mekanisme pemilik kos/kantrakan, perangkat daerah berbasis data faktual.
mandiri, validasi, dan pemutakhiran pendataannya masih beragam. daerah) sehingga koordinasi
data penduduk nonpermanen. lintas sektor belum optimal,

4. DAMPAK JIKA KESENJANGAN TIDAK DIATASI (PROBLEM TREE)

L] Pendaftaran belum mudah diakses m Perencanaan layanan tidak akurat

= Akses kanal pendaftaran terbatas dan
belum terintegrasi dengan layanan digital

sehari-hari. .
g Qe

Kapasitas pelaksana belum merata '.‘

Kapasitas sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi,
air & sanitasi, perumahan, dan layanan dasar
lainnya tidak sesuai kebutuhan faktual,

'.. : Perlindungan sosial tidak tepat sasaran
Pemahaman & keterampilan petugas dalam i ;
'.‘ Ganclanini validasl, ds paritsbhiran e Pendataan penduduk ———p Warga nonpermanan berisike tidak terjangkau
bekrn seragani bel program bantuan dan layanan sosial.
- nonpermanen belum
%, Koordinasi lintas aktor lemah optimal

Kerentanan & risiko lebih tinggi
Keselarmatan kerja, kebencanaan, dan keamanan
lingkungan lebih sulit dikelola berbasis data.

rl‘ldl Peran dan mekanisme kerja sama antar aktor I
balum jelas; pelaporan mandiri belum
terbangun.

Cakupan, kualitas, dan -
pemutakhiran data
belum memadai.
Pemanfaatan data belum optimal

n Perencanaan fiskal kurang tepat
W'  Data penduduk nonpermanen belum —

B G 8

: : ; === Kebutuhan riil layanan publik di lapangan tidak
tannfagrarm dan I:efu-m. digunakan secara tercermin sehingga alokasi anggaran & sumber
kensisten dalarm analisis perencanaan. daya menjadi kurang efisien.

5. KAITAN DENGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH — ==
LY L L
R T _._ INTI PESAN
akurat menyebabkan estimasi kebutuhan & Kebutuhan layanan lebih akurat -
= il Penguatan pendataan penduduk nonpermanen
layanan pubiik dan perencanaan pembongunan
A menjadi tidak presisi. Transfer ke daerah, & Frioritas pembangunan lebih tepat harus ditempatkan sebagai fondasi data
== termasuk DAL, mengukiui formula dan faktual untuk perencanaan dan pengelolaan
—_ ketentuan peraturan perundang-undangan & Pemanfaatan anggaran lebih efisien favinan cablil vt rasisialr: afisar devi
tersendiri, sehingga ketersediaan data faktual 4 i F 'E. bl '
tetap penting untuk mendukung perencanaan @ Kualitas pelayanan publik meningkat tepat sasaran di setiap daerah.
dan pengambilan keputusan daerah.
@ Sumber utama: | Sumber pendukung: Data resmi Disdukcapil Metro (1 Jul 2026), | Literatur illmiah: Zainudin (2025); Mutiarin et al. (2024);
BPS (2026); Permendagri 74/2022. Kab. Bandung (23 Jun 2026}, Kab, Badung (Mei 20256), Satu Data Campmas et al, (2022); Saputra et al, [2026),

Surabaya (1 Jul 2026).
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ALTERNATIF SOLUSI DAN
PENILAIAN KEBIJAKAN

Tiga alternatif kebijakan dinilai menggunakan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)
dengan enam kriteria berbobot. Skor 1-5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi).

Penilaian merupakan ex-ante policy assessment berdasarkan evidence dan analisis kebijakan,
bukan pengukuran statistik hasil implementasi,

1. TIGA ALTERNATIF KEBIJAKAN

At

Kolaborasi
Lintas Sektor

Penguatan Pendataan
Konvensional

AZ
I@\

Memperkuat pendataan melalui
kelurahan/desa, RT/RW, petugas

pendata, sosialisasi, verifikasi

Membangun mekanisme kolabarasi
Disdukcapil dengan kelurahan/desa,
RT/RW, pemilik kos/kontrakan, perguruan
tinggi, perusahaan, Bappeda, dan
pemanghku kepentingan terkait.

lapangan, dan monitoring berkala.

Fokus utama Fokus utama

*= Kegiatan lapangan & verifikasi manual + |dentifikasi penduduk oleh pihak terdekat

+ Pelaporan berjenjang dari RT/RW - * Pelaporan dan pertukaran data terstandar
Kelurahan/Desa - Disdukcapil

* Maonitoring dan pemutakhiran periodik

* Koordinasi lintas aktor dan pemanfaatan
data untuk perencanaan daerah

2. PENILAIAN ALTERNATIF MENGGUNAKAN MCDA

A2

BOBOT Al A2 A3
KRITERIA PENILAIAN Penguatan Pendataan Kolaborasi Integrasi Layanan
(%) Komvensional Lintas Sektor Administrasi Digital
Efektivitas
Kemampuan meningkatkan 20% 3 4 5

cakupan, kualitas, dan akurasi
pendataan.

Efisiensi Blaya

Petensi mengurangi biaya operasi
dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya,

&
Kelayakan Implementasi
Kesiapan teknis, kelembagaan,

SDM, infrastruktur, dan
regulasi.

20% 5 4 3

Skalabilitas

Kemampuan diperluas ke
baryak daarah dan jumiah
pengguna,

Keamanan Data
Kemampuan menjaga
kerahasiaan, validitas, dan
perlindungan data,

S
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15% 2 3 5

10% 3 3 4

HALAMAN 3 DARI 4
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Integrasi Layanan Administrasi n
Kependudukan Digital

Mengintegrasikan layanan pendaftaran
® penduduk nonpermanen dengan

) ekosistern adminduk digital. IKD

e menjadi salah satu kanal autentikasi
dan akses. Validasi dan pemutakhiran
melalui sistem administrasi

kependudukan.

Fokus utama

= Layanan terintegrasi dengan ekosistern digital

* IKD sebagai kanal autentikasi dan akses

= Validasi & pemutakhiran melalui sistem
administrasi kependudukan (SIAK)

ALASAN PENILAIAN (RINGKAS)

= AZ berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas pendataan
melalui akses yang lebih luas, proses terstandar, serta
pemutakhiran data yang lebih cepat dan terintegrasi.

» A3 berpotensi meningkatkan efisiensi jangka panjang melalui
digitalisasi proses dan pengurangan duplikasi kegiatan,
meskipun membatubkan investas: awal pengembangan
dan integrasi,

« A1 paling mudah diterapkan dengan mekanisme yang sudah ada.
= A2 cukup layak namun butuh penguatan kapasitas.

= A% memerukan kesiapan sistam, interoperabilitas,

= dan perubahan proses kerja.

AJ paling scalable kareaa berbasis digital dan dapat
diintegrasikan lintas daerah secara konaisten,

= A3 memungkiokan penerapan autentikasi, kontrol akses,
dan audit trail yang lobib terstruktur, tetapi memerlukan
pengamanan data dan tata kelola akses yang kuat.

Kesesuaian Regulasi = A1 & A2 sangat sesuai dengan Permendagri 74/2022,

> &

::F?uf::.a;‘;m:;;ﬂnduk 5% 5 5 4 * A3 memerlukan sinergi Permendagn 72/2022 (IKD)
yang berlaku, dan 74/2022 (pendaftaran nonparmanen).
TOTAL BOBOT 100% 3,15 3,65 4,25

KETERANGAN Skor: 1 = Sangat Rendah | 2 = Rendah | 3 = Sedang | 4 = Tinggi | 5 = Sangat Tinggi Milal akhir = Z (Bobot x Shkor)

& ALTERNATIF TERPILIH

Skala nilai akhir: 1 - 5 (semakin tingg! semakin baik)

4. CATATAN METODOLOGI

Efektivitas tertinggi

@ 43 berpotansi meningkatkan cakupan dan kualitas pendataan |n‘l:egrasi Layana“ & MCDA digunakan untuk membandingkan alternatif kebijakan
malalui akses yang lobih luas, proses terstandar, sorta P . sebelum implementasi (ex-ante evaluation).
pemutakhiran data yang lebih cepat dan terintegrasi. Adm inistrasi Bobot di kan berd k =gl labitakan da latif

- K dudukan Digital ot ditetapkan asarkan prioritas kebijakan dan relati

Shkalabilitas terbesar EPQ‘“ uau 9 antar kritaria.

./ll Berbazis digital sehingga dapat diperuas lintas daarah o . )
secara konsisten dan berkelanjutan, = & Skor merupakan penilaian relatif berdasarkan evidence,

5 = 4! 25 / 5 literatur, dan analisis kebijakan.

a»  Efisiensi jangka panjang

-‘il Berpotensi menurunkan bisya operass & duplikasi kegiatan, @ Hasil MCDA bukan prediksi kinerja aktual, melainkan dasar
serta maningkatkan produktivitas layanan, Alternatif dengan nilai tertinggi . pemilihan kebijakan yang paling layak secara komprehensif.
Keamanan data lebih baik berdasarkan MCDA berbobot,
et VeSS ook arch: akcasest dcic Mt 2l j R REFERENSI ILMIAH UTAMA (Ringkas)
mendukung integritas serta akuntabilitas data.

a@s Didukung evidence empiris & limiah * Zainudin (2023). Jurmal Bina Praja, 17, 1-18.

RS _ Impl ntasi dilakukan bertahap * Campmas, A., lacob, M., & Simonelli, F. (2022). Data & Policy, 4, e19.

dapat meningkatkan pemanfaatan layanan publik, sementara
IKD tetap memearlukan kesiapan kelembagaan dan adops:
pengguna.

Studi menunjukkan interoperabiitas dan intagrasi layanan digital "Q’

« Mutiarin, D, et al. (2024). Journal of Local Government Issues, 72,
111-128.

* Saputra, G. W., Suarha, C., & Triadi, R. (2024). JKMP, 14{1).

dan terukur melalui roadmap pada
halaman 4 untuk memastikan

keberhasilan kebijakan,
Carmpmas et al. (2022); Mutiarin et al. {2024): Zainudin (2025);
Saputra et al. (2026); praktik baik daerah (2026),

* Serta evidence implementasi daerah tahun 2024,

E Sumber utama:

& Sumber pendukung (evidence deerah):
BPS (2026); Permendagri 74/2022,

Disdukcapil Metre (1 Jul 2028, Kak. Bandung (23 Jun 2025},
Kota Surabaya (1 Jul 2024), Kab. Badung (Mei 2024).

Literatur ilmiah: E

Zainudin (2025); Campmas et al. (2022);
Mutiarin et al. (2024); Saputra et al. (2024).



POLICY BRIEF

REKOMENDASI KEBIJAKAN

DARI PILOT PROJECT MENUJU
INTEGRASI LAYANAN NASIONAL

1. REKOMENDASI UTAMA

Ditjen Dukcapil perlu mengembangkan integrasi layanan
pendaftaran penduduk nonpermanen dengan ekosistem
administrasi kependudukan digital melalui proyek

Penguatan Pendataan Penduduk Nonpermanen
Melalui Integrasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital

I

-

2. ARSITEKTUR LAYANAN YANG DIREKUMENDASIKAN

494

HALAMAN 4 DARI 4

percontohan di daerah dengan mohbilitas tinggi.
IKD dimanfaatkan sebagai salah satu kanal autentikasi

dan akses

layanan, sedangkan validasi, registrasi, dan

permutakhiran data tetap dilakukan melalui sistem

administra

©

IKD berfungsi sebagai salah satu kanal autentikasi dan akses,
bukan sebagai basis data penduduk nonpermanen.

si kependudukan.

KANAL AKSES PROSES LAYANAN SISTEM ADMINISTRASI PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN [SLAK)
Pelaparan oleh -
IKD " o ‘ * My Analisis Kebutuhan
E Penduduk Monpermanen ‘ Layanan Publik
Portal @ Autentikasi & Akses
Layanan {termasuk melalui IKD) A Parancanatn
- o Validasi oleh Petugas .!I Daerah Berbasis
ﬁl@ Aplikesi {Desa/Kelurahan) + Validasi |dentitas Data Faktual
Daerah
) Registrasi & Pencatatan * Pencatatan )
‘I& Kelurahan/ pada Sistem Adminduk « Basis Data Resmi ]fﬁ ::Tm:ﬁ:“m
Desa @ Femvtakhian Data Kependudukan
secara Berlala Masional

B

3. ROADMAP IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN (KPI)

al

@ & B B

i

Fokus Utama

+ Pengembangan desain layanan & standar data

+ Penetapan daerah percontohan mobilitas tinggi
* Integrasi awal kanal akses

* Peningkatan kapasitas petugas & sosialisasi

# Maonitoring awal pelaks

il

KPI UTAMA (Indikator yang diusulkcan)

= Persentaze

= Rata-rata waktu penyelesaian layanan

4, SIAPA MELAKUKAN APA?

Ditjen Dukcapil
Kemendagri

Disdukcapil
Kabupaten/Kota

Perguruan Tmgg,
Parusahaan & Pemilik
Kos/Kontrakan

Bappeda

PENGEMBANGAN & PROYEK PERCONTOHAM -»

* Jumlah daerah percontohan
+ Tingkat keberhasilan registrasi

0-12 BULAN

Fokus Litama

arnaan L]

il :

data berhasil divalidasi

Pamilik kebijokan & arsitektur layanan; menetaphkan standar,
mengembangkan integrasi, memastikan kearnanan data,
sarta mengavaluasi implementasi,

Melaksanakan lsyanan, validasi, regiztrasi, permutaikthiran data,
sosialisasi, serta monitoring penduduk nompermanen,

Mnndulwng identifkas: kebarsdaan pqndl.ndul:. wirifikasi
lapangan, edukasi, dan fasliitasi pelaporan penduduk
nenpermanen,

IMPLEMENTASI & INTEGRASI

* Evaluasi & penyempurnaan dari pilot project
Perluasan baertahap ke lebih banyak daerah
Interoperabilitas dengan sistem daerah
Penguatan makanisme pelaporan mandiri
Penguatan kolaborasi lintas sektor

1-2 TAHUN

KPl1 UTAMA Ondikator yang diesulkan)
Jumlah daerah yang mengimplementasikan
Jumiah penduduk nonpermanen terdaftar
Persentase data tervalidasi & diperbarui
Tingkat keberhasilan pertukaran data

5. LOGIC MODEL REKOMENDASI

Seluruh prﬂﬂ-ﬂ- rn;n-gikuti standar keamanan data, ;;l:lindungan data p;iba_di.

> (i

Fokus Utama

1

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> 2 TAHUN
PERLUASAN & EVALUASI BERKELANJUTAN

* Perluasan nasional secara bertahap

» Pemutakhiran data secara berkala

+ Pemanfaatan data untuk analisis kebutuhan
layanan dan perencanaan daerah

* Maonitoring dan evaluasi berkelanjutan

KPRl UTAMA (indikator yang disuulkan)
= Cakupan daerah
= Tingkat kemutakhiran data
+ Pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan
# Peningkatan kualitas layanan berdasarkan
hasil evaluasi

INPUT AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME INTERMEDIATE IMPACT
OUTCOME
& =7
+ b Sl =
-—- —
ull
* Regulasi * Integrasi sistem Penduduk Duta kebutuhan Perencanaan dan Ketepatan
= S5DM = Valdasi data MUOMPEnansen layanan daerah pengalolaan layanan SASArAn
* Sistem « Sosialicasi & edukasi tarclaftar dan lehih akurat pubiik lebh sesuai pelayanan
+ Anggaran + Kolaborasi tervalidasi dan mutakhir dengan kondisi pubik
+ Data lintas sokior faktueal meningkat

Mendukuneg identifiloss swal {mahasiswa/peledga/penghuni
sarta mendorong pelaporan dan pembaruan data secara
berkala.

Mamanfaathan data teragregasi sebagai informasi pendubung
analisis kebutuhan layanan dan perencanaan deerab.

6. RISIKO DAN MITIGASI

N

RISIKO

Data tidak mutakhir

di daerah

Kebocaran/penyalabhgunaan data

Kesenjangan digital dan akses

Koordinasi antaraktor lemah

Implementasi tidak seragam

MITIGASI

dan audit trail.

potugas serta pelaporan mandiri.

koordinasi rutin.

e 0G0

dan monitoring berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A,
1

2.

REGULASI & DATA RESMI

B. EVIDEMNCE IMPLEMENTASI DAERAH

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungon Keuangan antara

Pemarintah Pusat dan Pemerintahan Doerah,

Rapubiik Indonesia. (2023). Peraturan Pamerintah Momor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolsan Tranofer ke Daerah.

Kontral akses berjenjang, autentikasi kuat (IKD), enkripsi,
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Model ini menunjukkan hubungan sebab—akibat yang diharapkan dari pelaksanaan
integrasi layanan pandaftaran penduduk nonpermanan.

Mulai dari proyek percontohan, evaluasi hasilnya,
lalu perluas secara bertahap. Integrasi digital
harus memperkuat—bukan menggantikan—
validasi administrasi, pendataan lapangan, dan
kelaborasi lintas sektor untuk memastikan

data penduduk nonpermanen yang akurat

dan dimanfaatkan bagi pelayanan publik

yang lebih tepat sasaran.
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